PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

Menimbang

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : (8 / yoy Tamuw 20m

TENTANG

BUPATI SUKOHARJO,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (4)

huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa
Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Pelayanan
Kesehatan Seksual, perlu menyusun Peraturan Bupati
tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak;

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (2) dan Pasal

82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
menyatakan pimpinan perangkat daerah pemrakarsa
menyusun rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan
membentuk Tim Pembahasan rancangan Peraturan
Kepala Daerah;

. bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan

penyusunan Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk
Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo
tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Keputusan Bupati,






Mengingat

i

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2757),

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 6573);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 186);




Menetapkan
KESATU

KEDUA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021
tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa
Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan,
Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan
Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 853);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun

2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun

2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7 :
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
300);

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati
Sukoharjo tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak,
dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU terdiri atas :

a.

mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan
Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo  tentang
Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten
Sukoharjo;

melakukan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi dalam
rangka menyusun Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo
tentang Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak di
Kabupaten Sukoharjo;



c. menyusun Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang
Penyelenggaraan Kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten

Sukoharjo; dan

d. melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab

kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

KEEMPAT

Belanja Daerah Tahun 2022.

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

|

2.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

Tim yang bersangkutan.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal G Popsts 0w
BUPATI SUKOHARJO, /

T

+ ETIK SURYANI



Lampiran

Nomor

Tanggal

Keputusan Bupati Sukoharjo

: \88 [U09 Thud w1
D Pguste, W

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
TENTANG PENYELENGGARAAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

KEDUDUKAN
NO JABATAN DALAM TIM KETERANGAN
1. Bupati Sukoharjo Penanggung jawab Bertanggung jawab
seluruh kegiatan
2, Kepala Dinas Kesehatan Ketua Bertanggung jawab
Kabupaten Sukoharjo atas  pelaksanaan
kegiatan
3. Kepala Bagian Hukum Sekretaris Bertanggung jawab
Sekretariat Daerah Kabupaten di bidang
Sukoharjo kesekretariatan
4. Kepala Bidang Keluarga Anggota Bertanggung jawab
Berencana Ketahanan dan sesuai bidang
Kesejahteraan Keluarga pada tugasnya
Dinas Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan
Anak Kabupaten Sukoharjo
Do Sekretaris Dinas Kesehatan Anggota Bertanggung jawab
Kabupaten Sukoharjo sesuai bidang
tugasnya
6. Kepala Bidang Pencegahan Anggota Bertanggung jawab
dan Pengendalian Penyakit sesuai bidang
pada Dinas Kesehatan tugasnya
Kabupaten Sukoharjo
7. Kepala Bidang Kesehatan Anggota Bertanggung jawab
Masyarakat pada Dinas sesuai bidang
Kesehatan Kabupaten tugasnya
Sukoharjo




Epidemiolog Kesehatan Ahli
Muda pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Sukoharjo
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9. Kepala Bidang Pelayanan Anggota Bertanggung jawab
Kesehatan pada Dinas sesuai bidang
Kesehatan Kabupaten tugasnya
Sukoharjo

10. | Maria  Agustuniati, S.ST, Anggota
M.Kes ;
NIP. 19710802 199103 2 007 Bertanggung jawab
Administrator Kesehatan Ahli sesuai bidang
Muda pada Dinas Kesehatan tugasnya
Kabupaten Sukoharjo

11. | Sri Haryanti, SST Anggota
NIP. 19731128 199301 2 001 Bertanggung jawab
Penyuluh  Kesehatan Ahli sesuai bidang
Muda pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Sukoharjo Hgaiye

12. | Bambang Sudiyono, SKM,MM Anggota
NIP. 19680601 198903 1 010 Bertanggung jawab
Administrator Kesehatan Ahli sesuai bidang
Muda pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Sukoharjo tugasnya

13. |dr. Pudjo Nugroho Setiawan Anggota Bertanggung jawab
Effendy sesuai bidang
NIP. 19740910 201406 1 001 . tugasnya
Administrator Kesehatan Ahli
Muda pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Sukoharjo

14. | dr. Aprilia Theresia Anggota Bertanggung jawab
Nugrahaning Tyas P. sesuai bidang
NIP.19810403 201101 2 002 tugasnya
Administrator Kesehatan Ahli
Muda pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Sukoharjo

15. | Husnul Chotimah, S.ST, Anggota Bertanggung jawab
M.Kes sesuai bidang
NIP.19680328 198703 2 001 tugasnya
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15. | Sih Utami, SKM, MM Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19710118 199403 2 008 sesuai bidang
Administrator Kesehatan Ahli Higasnya.
Muda pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Sukoharjo

16. | Titik Haryanti, SKM, M.P.H Anggota Bertanggung jawab
Fakultas Kesehatan sesuai bidang
Masyarakat dan . Il‘mu tugasnya
Kesehatan Universitas
Veteran Bangun Nusantara
Sukoharjo

17. | Harjanti,SH Anggota Bertanggung jawab
NIP.19800110 200501 2 023 sesuai bidang
Perancang Peraturan tugasnya
Perundang-undangan Ahli

Muda pada Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukoharjo

BUPATI SUKOHARJO, ,4
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